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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran KIMWASMAT di lembaga 
pemasyarakatan Jombang. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi 
pengawasan KIMWASMAT dalam pelaksanaan putusan pengadilan negeri di lembaga 
pemasyarakatan kelas IIB Jombang dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam 
implementasinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi 
penelitian adalah lembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang. 
Populasi dalam penelitian adalah hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan sebagai responden 
dan juga narapidana yang diambil secara random. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi pengawasan KIMWASMAT dalam pelaksanaan pidana penjara di lembaga 
pemasyarakatan kelas IIB Jombang belum optimal dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor 
KIMWASMAT, yaitu keterbatasan tenaga dan waktu; faktor hukum, yaitu kurang terdapat 
sinkronisasi peran KIMWASMAT dalam UU Pemasyarakatan; dan faktor keuangan, yaitu 
kurangnya anggaran yang disediakan untuk KIMWAMAT. Kesimpulan yang dapat diambil 
bahwa KIMWASMAT telah melaksanakan tugasnya namun belum sempurna seperti yang 
diharapkan oleh undang-undang. Diharapkan agar dilakukan penambahan jumlah hakim sebagai 
KIMWASMAT, peningkatan komunikasi dan koordinasi oleh pihak pengadilan dan lembaga 
pemasyarakatan serta penambahan anggaran agar pelaksanannya optimal. 
Kata kunci : KIMWASMAT, Implementasi, Narapidana  
Abstract 
This study aimed to describe the role of KIMWASMAT in Penintetiary Jombang. Problem in this 
study is how the implementation of monitoring KIMWASMAT in execution of state court 
decisions in the penintetiary class IIB Jombang and what things are a obstacle in that 
implementation of the KIMWASMAT monitoring. This study used descriptive research with 
quantitative methods. The research location is the penitentiary class IIB Jombang and Jombang 
district court. The populaitions were judges and prison staff as well as prisoners of respondents 
who drawn at random. The results showed that the implementation of the implementation of 
monitoring KIMWASMAT in implementing imprisonment in the penitentiary class IIB Jombang 
not optimal due to several factors: KIMWASMAT factors, the energy and time constraints; legal 
factors, the less synchronization KIMWASMAT role in the penal law; and financial factors, lack 
of budget provided for KIMWASMAT. The conclusion that can be drawn that KIMWASMAT 
its duty but not perfect as expected by the law. It is hoped that increase the number of judges as 
KIMWASMAT, enchace communication and coordination between court and penintetiary, and 
increase money so that optimal implementation. 
Keywords: KIMWASMAT, Implementation, Prisoner 
PENDAHULUAN 
Masyarakat adalah sekumpulan individu maupun 
kelompok yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam 
melakukan proses interaksi tersebut seringkali terjadi 
benturan-benturan kepentingan karena masyarakat 
mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan 
kepentingan dalam proses berinteraksi masyarakat dapat 
menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang 
bertentangan tersebut. Kedua belah pihak akan saling 
mempertahankan kepentingan masing-masing. 
Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi 
tersebut adakalanya hanya menguntungkan salah satu 
pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. 
Di sinilah kemudian hukum berperan dalam 
menegakkan keadilan. Hukum berperan dalam 
melindungi kepentingan-kepentingan antar pihak dengan 
memeperhatikan kepentingan masyarakat secara umum. 
Hukum harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat agar 
tercipta kehidupan yang damai, aman dan sejahtera. Hal 
ini sesuai dengan tujuan utama bangsa Indonesia yang 
tertuang dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang 
berbunyi:. 




” ... yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia 
itu dalam suatu undang-undang dasar negara 
Indonesia …” 
Apabila dalam proses berinteraksi mereka 
melanggar kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan, 
maka akan dikenakan pidana. Pidana diberikan bagi 
masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah hukum yang 
telah disepakati. Pidana tersebut akan menimbulkan efek 
jera bagi yang melanggar sehingga tidak akan terulang 
lagi hal yang serupa baik oleh individu yang sama 
maupun sebagai pelajaran bagi masyarakat lain. 
Masyarakat yang melanggar kaidah hukum berupa 
kejahatan maupun pelanggaran maka akan dikenakan 
sanksi berupa pidana. 
Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan 
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu (Muladi dan Barda Namawi Arief, 
1984:2). Syarat-syarat tertentu tersebut diatur di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya 
disingkat dengan KUHP) dan Undang-Undang di luar 
KUHP. Lebih lanjut, Marlina (2011:22) menyatakan 
bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri 
sebagai berikut: 
1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
nestapa atau penderitaan atau akibat lain yang tidak 
menyenangkan 
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau 
badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang 
berwenang) 
3. Pidana itu diberikan kepada orang yang telah 
melakukan tindak pidana menurut undang-undang 
Sedangkan penetapan atas sanksi dan juga pemberian 
sanksi dalam hukum pidana disebut pemidanaan. Menurut 
Sudarto (1986:71), ia menyinonimkan istilah pemidanan 
dengan istilah penghukuman. Tentang hal tersebut, beliau 
mengatakan sebagai berikut: 
“Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, 
sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan 
hukum atau menetapkan atas hukumannya 
(berechten). Menetapkan hukum untuk suatu 
peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana 
saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan 
ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut 
harus disempitkan artinya, yakni penghukuman 
dalam perkara pidana, yang kerapkali sinonim 
dengan pemidanaan atau pemberian atau 
penjatuhan pidana oleh hakim”. 
Pemidanaan tersebut diberikan apabila telah terdapat 
putusan pengadilan yang bersifat tetap (incraht). 
Pemidanaan yang diberikan oleh hakim sama sekali bukan 
dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan 
sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan 
sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya 
kejahatan serupa. Tujuan pemidanaan juga dijelaskan 
dalam salah satu kesimpulan Seminar Kriminologi ke-3 
tahun 1976 (dalam Djoko Prakoso, 1988:38) yang 
merumuskan sebagai berikut: 
“Hukum pidana hendaknya dipertahankan 
sebagai salah satu sarana untuk “social defence” 
dalam arti melindungi masyarakat terhadap 
kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan 
kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa 
mengurangi keseimbangan kepentingan 
perorangan (pembuat) dan masyarakat”. 
Berdasarkan KUHP, pidana di Indonesia hanya 
mengenal dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana 
tambahan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 10 
KUHP. Salah satu macam dari pidana pokok adalah 
pidana penjara. Pidana penjara merupakan salah satu 
jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai 
sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Barda 
Nawawi Arief (1996:69) menyatakan sebagai berikut: 
“Sebagai catatan, dari seluruh ketentuan KUHP 
memuat perumusan delik kejahatan, yaitu 
sejumlah 587 (perhitungan ini tidak hanya 
didasarkan pada sejumlah pasal, tetapi juga 
perumusan delik dalam setiap delik dan setiap 
ayat. Bila dalam satu pasal disebut beberapa 
delik dalam pasal lain, maka perumusan delik 
dan ancaman pidana untuk masing-masing pasal 
atau ayat lain itu juga diperhitungkan sendiri-
sendiri), pidana penjara tercantum di dalam 575 
perumusan delik (kurang lebih 97,96 %), baik 
dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan 
secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lain”. 
Ketentuan tentang pidana penjara tersebut belum 
termasuk dengan perumusan sanksi pidana penjara yang 
diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Atas dasar 
tersebut maka pidana penjara menjadi primadona. 
Pidana penjara adalah suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, 
yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam 
sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan 
orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang 
berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang 
dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi 
mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (PAF 
Lamintang, 1988:69) 
Ditinjau dari tujuan pengenaan pidana, terdapat 
tiga teori, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori 
gabungan. Teori absolut disebut juga teori pembalasan. 
Dalam teori ini menyatakan bahwa pidana secara mutlak 
ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Setiap kejahatan 
harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. 
Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu 
yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Jadi 
hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Yang kedua 
adalah teori relatif. Teori ini muncul sebagai reaksi dari 
teori absolut dengan keberatan terhadap tumpuan 
pembalasan yang dipandang kurang memuaskan. Tujuan 
utama pemidanaan ialah mempertahankan ketertiban 
masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun 
publik dan mempertahankan tata tertib hukum dan tertib 
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sosial dalam masyarakat. Yang ketiga adalah Teori 
gabungan antara keduanya. 
Teori gabungan di atas diterapkan dalam 
pemberian pidana di Indonesia. Hal ini ditandai dengan 
penggantian istilah “penjara” menjadi “lembaga 
pemasyarakatan” yang mengandung maksud baik yaitu 
bahwa pemberian maupun pengayoman warga binaan 
tidak hanya terfokus pada itikad menghukum saja 
melainkan berorientasi pada tindakan-tindakan yang 
lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari 
warga binaan itu. Dengan demikian tujuan pidana 
penjara tersebut disamping menimbulkan rasa derita 
pada terpidana karena kemerdekaannya dirampas, juga 
bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat 
dan mendidik supaya menjadi seorang anggota 
masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. 
Pergantian nama rumah penjara menjadi lembaga 
pemasyarakatan juga diikuti dengan perubahan 
fungsinya yakni menjadi tempat bukan untuk semata-
mata mempidana orang, melainkan juga sebagai tempat 
untuk membina atau mengayomi serta memasyarakatkan 
orang-orang terpidana agar mereka itu setelah selesai 
menjalani pidananya, mempunyai kemampuan untuk 
menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga 
pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan 
taat pada hukum yang berlaku. 
Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan 
tidak terlepas dari dukungan jaksa dan hakim selaku 
pelaksana putusan pengadilan. Dalam pasal 270 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang 
selanjutnya disingkat dengan KUHAP) menyebutkan 
bahwa pelaksana putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh 
jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat 
putusan kepadanya.  
Pelaksanaan putusan pengadilan di lembaga 
pemasyarakatan tersebut juga perlu diawasi sehingga 
kemudian dibentuklah lembaga hakim Pengawas dan 
Pengamat (yang selanjutnya disingkat dengan 
KIMWASMAT). Lembaga KIMWASMAT diatur 
dalam bab tersendiri yaitu Bab XX dalam pasal 277 
sampai dengan pasal 283 KUHAP tentang pengawasan 
dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. 
Dalam undang-undang tersebut, secara struktural 
KIMWASMAT adalah seorang hakim pengadilan yang 
melaksanakan wewenangnya setelah ditunjuk oleh 
Ketua Pengadilan untuk paling lama dua tahun. 
KIMWASMAT tidak hanya bertanggung jawab 
terhadap penjatuhan hukuman semata, melainkan juga 
harus ikut bertanggung jawab sampai hukuman selesai 
dijalani oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan 
melalui pola dan program pembinaan yang diberikan. 
Kemudian peran KIMWASMAT sebagai 
pengontrol pelaksanaan putusan pengadilan diatur pula 
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 
Republik Indonesia No.7 Tahun 1985. Inti dari tugas 
pengawasan adalah hakim harus aktif menjaga agar 
tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak terpidana 
yang memperoleh putusan pidana penjara. Pada saat 
hakim menjalankan pengawasan, selalu mengadakan 
kontak secara langsung dengan petugas Lembaga 
Pemasyarakatan maupun dengan terpidana sehingga 
dapat langsung memberikan koreksi jika diketahuinya 
terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 
menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat 
narapidana sebagai seorang manusia.  
Sedangkan inti dari tugas pengamatan ditujukan 
pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan 
penelitian pembinaan yang akan datang. Untuk itu 
KIMWASMAT bertugas mengumpulkan data-data 
tentang perilaku narapidana dan mengadakan evaluasi 
mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut 
dengan pidana yang dijatuhkan. 
Hal yang menarik bahwa di dalam Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
sebagai pedoman dasar pelaksanaan kegiatan di lembaga 
pemasyarakatan sama sekali tidak mengatur tentang 
KIMWASMAT. Hal ini menunjukkan bahwa pihak 
pemasyarakatan tidak menempatkan peran 
KIMWASMAT dalam ruang lingkup kegiatan di dalam 
lembaga pemasyarakatan secara intern. 
Pada kenyataannya bahwa dalam pelaksanaan 
sistem pemasyarakatan di dalam lembaga 
pemasyarakatan sering ditemui berbagai masalah, 
misalnya dengan munculnya kasus narapidana yang 
bebas keluar masuk penjara. Seperti kasus yang terjadi 
di Pontianak di mana narapidana bebas keluar masuk 
penjara untuk berbelanja tanpa pengawasan ataupun 
pengawalan dari petugas 
(http://pontianak.tribunnews.com/2011/09/16/tragedi-
shopping-napi-ketapang, diakses tanggal 18 April 
2013). 
Contoh kasus lain yaitu perkelahian sesama 
narapidana seperti yang terjadi di lembaga 
pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur dimana dua 




luka-tusuk, diakses tanggal 18 April 2013). Dalam 
perkelahian tersbut, Iwan harus dilarikan ke klinik 
lembaga pemasyarakatan karena mengalami luka tusuk. 
Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. 
Tidak hanya itu, di lembaga pemasyarakatan 
Kedungpane Semarang, dua orang narapidana terbukti 
melakukan transaksi narkoba melalui telepon seluler 
(http://www.kabarsemarang.com/dua-napi-lapas-
kedungpane-ketahuan-bertransaksi-narkoba, diakses 
tanggal 18 April 2013). Dalam hal ini Badan Narkotika 
Nasional (yang selanjutnya disingkat dengan BNN) 
menyatakan bahwa tiap tahun terjadi kenaikan 
penangkapan narapidana yang terlibat narkoba. Dari 
data yang didapat dari BNN pada tahun 2012, jumlah 
penangkapan narapidana oleh BNN meningkat lebih dari 
dua kali lipat persen dari tahun 2011. Pada tahun 2011, 
narapidana yang ditangkap 16 orang dan meningkat 
menjadi 37 orang pada tahun 2012. 
(http://www.jpnn.com/read/2013/05/29/174267/Napi-
Terlibat-Narkoba-Meningkat-Dua-Kali-Lipat-, diakses 
tanggal 18 April 2013), diakses tanggal 18 April 2013). 
Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (yang 
selanjutnya disingkat dengan BNN) menyatakan bahwa 




tiap tahun terjadi kenaikan penangkapan narapidana 
yang terlibat narkoba. Dari data yang didapat dari BNN 
pada tahun 2012, jumlah penangkapan narapidana oleh 
BNN meningkat lebih dari dua kali lipat persen dari 
tahun 2011. Pada tahun 2011, narapidana yang 
ditangkap 16 orang dan meningkat menjadi 37 orang 
pada tahun 2012. 
(http://www.jpnn.com/read/2013/05/29/174267/Napi-
Terlibat-Narkoba-Meningkat-Dua-Kali-Lipat-, diakses 
tanggal 18 April 2013) 
Menghadapi kenyataan seperti di atas, patut 
dipertanyakan eksistensi dari KIMWASMAT karena 
keberadaan hakim ini tidak terlepas dalam rangka 
memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
narapidana sebagaimana yang tersebut dalam peraturan 
Perundang- undangan yang berlaku. Kasus-kasus di atas 
menunjukkan bahwa peran KIMWASMAT belum 
berjalan optimal sehingga kacaunya pengelolaan 
narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak terdeteksi. 
Berdasarkan uraian-uraian di atas,  maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai  berikut: 1) Bagaimana 
implementasi pengawasan KIMWASMAT dalam 
pelaksanaan putusan pengadilan negeri di lembaga 
pemasyarakatan kelas IIB Jombang? 2) Hal-hal apa saja 
yang menjadi hambatan dalam implementasi 
pengawasan KIMWASMAT di lembaga 
pemasyarakatan kelas IIB Jombang? 
 
Pembinaan Narapidana 
Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:134), 
pembinaan memiliki beberapa makna, yaitu : 
”Pertama, pembinaan merupakan proses, 
perbuatan, cara membina: kedua, pembinaan 
diartikan sebagai pembaharuan, penyempurnaan, 
ketiga, pembinaan sebagai usaha, tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan 
berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih 
baik.” 
Pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara 
sadar dan terencana dapat dilakukan baik melalui 
pendidikan formal maupun informal. Dapat disimpulkan 
bahwa pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang 
dilakukan secara sistematis terencana dan teratur untuk 
meningkatkan, membimbing, mengarahkan, 
mengembangkan dan mengawasi guna mencapai tujuan 
yang telah disepakati. 
Pembinaan tersebut harus dilaksanakan secara 
bertahap agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 
Pembinaan tidak dapat dilakukan secara cepat karena 
pembinaan memerlukan waktu dan tenaga yang cukup 
panjang dan banyak. Oleh karena itu, dalam 
pelaksanaannya, diperlukan kesabaran dan keuletan dari 
para Pembina.  
Secara khusus, pengertian pembinaan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan, yaitu dalam pasal 1 ayat 1 yang 
menyebutkan bahwa : 
“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan 
kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, 
kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan 
Anak Didik Pemasyarakatan.” 
Pembinaan tersebut dilakukan oleh pembina 
pemasyarakatan yaitu petugas pemasyarakatan yang 
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan. 
Dalam pelaksanaanya, pembina pemasyarakatan 
berpedoman pada program-program pembinaan yang 
menekankan pada aspek kepribadian dan kemandirian. 
Program pembinaan kepribadian dan kemandirian 
meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan 
bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan 
jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat 
dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja 
dan produksi. 
Pembinaan sebagai sarana untuk memberi dan 
mendidik agar tercipta hasil binaan yang sesuai dengan 
yang ingin dicapai pembina sangat penting, terutama bila 
pembinaan itu menyangkut kompleksitas manusia yang 
memiliki beragam harapan dan cita-cita. Pembinaan 
membantu dalam mengerti baik buruk benar dan salah 
suatu yang dilakukan. Menurut Bahrudin Surjobroto 
(1965:5), bahwa tujuan pembinaan adalah: 
”suatu integritas hidup dalam hal ini integritas itu 
sendiri terdiri dari individu narapidana yang 
bersangkutan dan masyarakat diluarnya, yang 
sanggup mengatasi segala tantangan-tantangan 
hidup dalam mewujudkan, mempertahankan dan 
menyempurnakan masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila”. 
Dalam Kepmenham No. M. 02-PK.04.10 Tahun 
1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, 
tujuan pembinaan dibagi menjadi dua yaitu tujuan secara 
umum dan tujuan secara khusus. Secara umum pembinaan 
narapidana bertujuan agar narapidana dapat menjadi 
manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah 
pembangunan nasional melalui jalur pendekatan: 
a. Memantapkan iman (ketahanan mental) 
narapidana. 
b. Membina Narapidana agar mampu berintegrasi 
secara wajar di dalam kehidupan kelompok 
selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan 
kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah 
menjalani pidananya. 
Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar 
selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan 
masa pidananya; 
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a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan 
kepercayaan diri Narapidana serta bersikap 
optimis akan masa depannya. 
b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal 
ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri 
dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan 
nasional 
c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum 
yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang 
tertib disiplin serta mampu menggalang rasa 
kesetiakawanan sosial. 
d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian 
terhadap bangsa dan negara 
Tujuan pembinaan tersebut akan tercapai 
dengan baik tidak lepas dari kontribusi dan dukungan 
dari petugas pemasyarakatan selaku pembina. 
Petugas pemasyrakatan harus senantiasa bertindak 
sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan serta 
menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya 
dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap 
masyarakat maupun terhadap narapidana. Selain 
petugas pemasyarakatan, pembinaan tersebut juga 
harus didukung oleh semua pihak termasuk 
masyarakat sebagai muara kembalinya narapidana 
 
Putusan Pengadilan 
Eksistensi putusan pengadilan sangat diperlukan 
untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan 
adanya putusan pengadilan tersebut, para pihak yang 
terlibat khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh 
kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat 
mempersiapkan langkah berikutnya antara lain berupa 
menerima putusan atau melakukan upaya hukum. 
Menurut pasal 1 butir 11 KUHAP, yang dimaksud 
putusan pengadilan yaitu: 
“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka, yang dapat berupa 
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini”. 
Sedangkan menurut Lilik Mulyadi (2007:203), 
putusan pengadilan adalah: 
“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena 
jabatannya dalam persidangan perkara pidana 
yang terbuka untuk umum setelah melakukan 
proses dan prosedural hukum acara pidana pada 
umumnya berisikan ammar pemidanaan atau 
bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum 
dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan 
penyelesaian perkaranya.” 
Bentuk putusan yang akan dijatuhkan oleh 
pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang 
bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu 
yang terbukti dalam pemeriksaan sidang peradilan. 
Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk 
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang 
diajukan kepadanya, dengan terlebih dahulu hakim 
memeriksa perkaranya. 
Pelaksanakan putusan pengadilan yang dieksekusi 
merupakan putusan pengadilan yang memperoleh 
kekuatan hukum tetap. Menurut teori dan praktek, suatu 
putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap apabila 
terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan 
sebagaimana dinyatakan dalam “surat pernyataan 
menerima putusan”. 
Penjatuhan putusan oleh hakim kepada terdakwa 
harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun putusan 
pengadilan agar dapat dikatakan sah apabila memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Diucapkan terbuka untuk umum 
Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai 
kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka 
untuk umum (pasal 195 KUHP). 
b. Hadirnya terdakwa 
Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya 
terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang ini 
menentukan lain. Dalam hal terdapat lebih dari 
seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat 
diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada (pasal 
196 ayat 1 dan 2 KUHAP). 
c. Wajib diberitahukan hak-hak terdakwa 
Segera sesudah putusan pemidanan diucapkan, bahwa 
hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada 
terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, 
yaitu: 
1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan 
2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan 
menerima atau menolak putusan, dalam tenggang 
waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini 
3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan 
dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh 
undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, 
dalam hal ia menerima putusan 
4) Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat 
banding dalam tenggang waktu yang ditentukan 
oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak 
putusan 
5) Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf  a dalam tenggang waktu yang 
ditentukan oleh undang-undang ini (pasal 196 ayat 
3 KUHAP). 
 
Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) 
Menurut pasal 277 ayat (1) KUHAP yang dimaksud 
Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) adalah 
hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua 




dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap 
putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan 
kemerdekaan. Di dalam pasal 277 ayat (2) juga dijelaskan 
bahwa jangka waktu dalam pelaksanaan pengawasan dan 
pengamatan oleh KIMWASMAT tersebut berlaku paling 
lama 2 (dua) tahun. 
KIMWASMAT mengadakan pengawasan dan 
pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan 
pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Peran 
KIMWASMAT berkaitan erat dengan pihak kejaksaan 
sebagai aparat eksekusi putusan pengadilan dan petugas 
di lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan 
pembinaan terhadap narapidana. Dalam pasal 278 
KUHAP dijelaskan bahwa: 
“Jaksa mengirimkan tembusan berita acara 
pelaksanaan putusan pengadilan yang 
ditandatangani olehnya, kepala lembaga 
pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan 
yang memutus perkara pada tingkat pertama dan 
panitera mencatatnya dalam register pengawasan 
dan pengamatan.” 
Selanjutnya ketentuan di dalam pasal 279 KUHAP 
menyebutkan bahwa: 
“Register pengawasan dan pengamatan 
sebagaimana tersebut pada pasal 278 wajib 
dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh 
panitera pada setiap hari kerja dan untuk 
diketahui ditandatangani juga oleh hakim 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 277.” 
KIMWASMAT melakukan tugas-tugasnya secara 
aktif sejak pelaksanaan putusan pengadilan sampai pada 
dijalaninya pidana oleh narapidana di dalam lembaga 
pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memberikan 
bahan kepada pengadilan negeri mengenai keberadaan 
narapidana melalui KIMWASMAT. Pengawasan dan 
pengamatan oleh KIMWASMAT tidak hanya ditujukan 
kepada narapidana yang sedang menjalani masa 
pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga 
di luar Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini tercantum di 
dalam pasal 280 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan 
bahwa Pengamatan sebagaimana dimaksud dalama ayat 
(2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani 
pidananya. 
Menurut ketentuan dalam pasal 280 ayat (3) tersebut 
berarti bahwa, KIMWASMAT juga mengawasi dan 
mengamati narapidana setelah selesai masa pidananya 
atau setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan 
kembali berbaur ke dalam masyarakat. 
Pengaturan tentang KIMWASMAT diatur dalam 
KUHAP dalam Bab XX yaitu pasal 277 sampai dengan 
pasal 283 tentang Pengawasan dan Pengamatan 
Pelaksanaan Putusan Pengadilan. KIMWASMAT juga 
diatur dalam SEMA R.I. No. 7 Tahun 1985 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan 
Pengamat dan secara implisit di dalam pasal 55 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Ketua pengadilan 
wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
Pada tanggal 11 Februari 1985 Mahkamah Agung 
Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 
Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim 
Pengawas Dan Pengamat. Tugas KIMWASMAT dibagi 
menjadi dua yaitu tugas pengawasan dan pengamatan. 
Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa 
mengingat inti pengertian “pengawasan” adalah ditujukan 
pada jaksa dan petugas lembaga  pemasyarakatan,  maka  
perincian  tugas  pengawasan  adalah  sebagai berikut: 
a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan 
dan pengamatan yang berada di kepaniteraan 
Pengadilan Negeri. 
b. Mengadakan checking on the spot paling sedikit tiga 
bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk 
memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan  
putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, 
Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana. 
c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan 
kegiatan-kegiatan yang berlangsung didalam 
lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk 
menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan 
tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa 
“pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan 
dan tidak diperkenankan merendahkan martabat 
manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri 
perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang 
dijatuhkan kepadanya. 
d. Mengadakan wawancara dengan petugas 
pemasyarakatan (terutama para wali-pembina 
narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai 
perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik 
kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun 
kemunduran-kemunduran yang terjadi. 
e. Mengadakan wawancara langsung dengan para 
narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap 
dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara 
sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas 
lembaga pemasyarakatan. 
f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan 
Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan 
jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator 
pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen 
Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran 
pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta 
berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai 
tata perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat 
tehnis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok 
lembaga maupun di luarnya. 
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Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu 
hendaknya hakim pengawas dan pengamat 
menitikberatkan pengawasannya antara lain: 
a. Apakah jaksa telah menyerahkan terpidana kepada 
lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya; 
b. Apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan 
benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek 
oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan; dan 
c. Apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar 
manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, 
yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-
haknya sepanjang persyaratan-persyaratan procedural 
sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi 
(misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas 
bersyarat/integrasi, dan lain-lain). 
Mengingat inti pengertian "pengamatan" adalah 
ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan 
penelitian pembinaan yang akan datang, maka perincian 
tugas pengamatan adalah sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, 
yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya 
(misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). 
Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat 
berpedoman pada faktor (antara lain): tipe dari 
perilaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali 
melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), 
keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan 
sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya 
(besar sekali, kurang sebagainya), keadaan 
lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan 
pekerjaannya (penganggur dan sebagainya), catatan 
kepribadiannya (tenang, egosentris dan sebagainya), 
jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang 
atau lebih), keadaan psikisnya dan lain-lain. 
b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara 
perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang 
dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan 
terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah 
tepat (dalam arti cukup) melakukan pembinaan 
terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan 
nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi 
anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum, 
data-data yang telah berkumpul dari tugas-tugas yang 
telah terperinci tersebut di atas hendaknya dilaporkan 
secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat 
kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) 
bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, 
Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI., 
Menteri Kehakiman RI., dan Jaksa Agung RI. 
Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan 
laporan tersebut pada Hakim-hakim yang telah 
memutus perkara narapidana yang bersangkutan dapat 
mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan 
mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan 
pengamat yang termuat dalam laporannya itu, 
hendaknya Ketua Pengadilan Negeri ikut memintakan 
perhatian untuk dilaksanakan yang bersangkutan, dan 
apabila dianggap perlu meneruskannya kepada 
atasannya masing-masing. 
Pelaksanaan tugas KIMWASMAT tersebut hanya 
ditujukan pada narapidana (tidak termasuk yang berasal 
dari putusan Pengadilan Militer) yang menjalani 
pidananya di lembaga pemasyarakatan yang terdapat 
dalam daerah hukum pengadilan negeri di mana 
KIMWASMAT yang bersangkutan bertugas. Ini berarti: 
a. tidak selamanya seorang KIMWASMAT mengawasi 
dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan 
dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri di mana ia 
bertugas, akan tetapi dapat juga ia 
mengawasi/mengamati pelaksanaan putusan 
pengadilan-pengadilan negeri lainnya. 
b. adanya kemungkinan seorang hakim pengawas dan 
pengamat tidak mempunyai subyek 
pengawasan/pengamatan dikarenakan dalam daerah 
hukum pengadilan negeri di tempat mana ia bertugas, 
tidak terdapat lembaga pemasyarakatan. 
Dalam hal seorang narapidana setelah menjalani 
sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke lembaga 
pemasyarakatan lain, wewenang pengawasan/ 
pengamatannya berpindah kepada KIMWASMAT dan 
pengadilan negeri dalam daerah hukum mana lembaga 
pemasyarakatan itu berada. Sehubungan dengan itu maka 
KIMWASMAT yang lama harus mengirimkan data-data 
perilaku narapidana kepada rekannya di pengadilan negeri 
dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan yang 
baru berada. Untuk menjaga keutuhan sistem kearsipan, 
hendaknya yang dikirimkan hanya salinannya saja. 
Metode yang digunakan dalam melakukan 
pengawasan dan pengamatan adalah metode edukatif 
persuasif yang ditunjang oleh asas kekeluargaan dalam 
arti di dalam menjalankan tugasnya KIMWASMAT harus 
selalu menggunakan tata cara pendekatan yang dijiwai 
oleh itikad untuk mencapai tujuan yang mulia melalui 
pengarahan-pengarahan, saran-saran dan himbauan-
himbauan, dan dibenarkan sampai menyinggung perasaan 
pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal 
wewenang instansi lain. Kalau seandainya sedikit banyak 
KIMWASMAT akan masuk dalam bidang instansi lain, 
hendaknya itu tetap bertumpu pada kekeluargaan yang 
dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan. 
Di lain pihak, KIMWASMAT hendaknya tetap 
menjunjung tinggi jenjang hierarki yang berlaku di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sehingga 
hubungan kedinasan tetap dapat dipelihara dengan sebaik-
baiknya. Mekanisme kerja KIMWASMAT harus 




memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. Hal 
tersebut berarti KIMWASMAT harus mampu 
mengumpulkan data-data berdasarkan keadaan yang 
sebenarnya, jauh dari pencampuran opini subyektif. 
Misalnya pada saat melakukan wawancara kepada 
narapidana. Hasil wawancara tersebut di sesuaikan 
dengan kartu data perilaku narapidana. 
 
METODE 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
deskriptif dengan metode kuantitatif dikarenakan 
penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan 
implementasi pengawasan hakim dalam pelaksanaan 
putusan pengadilan negeri di lembaga pemasyarakatan 
kelas IIB Jombang. 
Penelitian ini dilakukan pada lembaga 
pemasyarakatan kelas IIB Jombang yang terletak di jalan 
KH. Wahid Hasyim No. 155 Jombang Telp.  (0321) 
861205 serta Pengadilan Negeri Jombang yang terletak di 
jalan KH. Wahid Hasyim No.135 Telp. (0321) 861434 
Jombang. Penelitian ini dilakukan di lembaga 
pemasyarakatan Kelas IIB Jombang. Kemudian peneliti 
juga melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jombang 
untuk memperkuat data tentang peran hakim pengawas di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang. 
 Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini 
adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri 
Jombang yang berjumlah 12 hakim, petugas 
pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Jombang 
yang berjumlah 56 orang, dan narapidana yang menjalani 
pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan 
Jombang yang berjumlah 185 orang. 
Sampel dalam penelitian ini adalah hakim yang 
diwakili oleh ketua Panitera Muda Pidana Pengadilan 
Negeri Jombang dan petugas lembaga pemasyarakatan 
yang diwakili oleh kepala TU dan kepala Binadik dan 
Giatja lembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang 
sebagai responden diambil secara keseluruhan. 
Sedangkan untuk narapidana diambil 25% secara random 
yang kemudian didapatkan sejumlah 46 orang. 
Keseluruhan data-data dalam penelitian ini 
dikumpulkan dengan menggunakan teknik: 1) Angket, 
digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama 
yang ditujukan kepada narapidana di lembaga 
pemasyarakatan Jombang; 2) Wawancara, digunakan  
untuk memperkuat hasil data angket dan menjawab 
rumusan masalah kedua yang ditujukan kepada 
KIMWASMAT dan petugas di lembaga pemasyarakatan 
Jombang. 
Agar peneliti bisa lebih mudah dan sistematis dalam 
proses pengumpulan data maka peneliti menggunakan 
instrumen penelitian yaitu lembar angket dan pedoman 
wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian yang 
disampaikan secara langsung saat wawancara dengan 
sumber data. 
Data dalam penelitian ini dianalisis dengan 
prosentase sebagai berikut: 
 
   
 
 
 x 100% 
 
Keterangan : 
P = Hasil akhir dalam Prosentase 
n  = Nilai yang diperoleh dari hasil angket 
N  = Jumlah responden (Surahmad, 1990: 54) 
 
Setelah hasil diperoleh, maka dapat diklasifikasikan 
hasil tersebut dalam kriteria penilaian sebagai berikut: 
0  % - 25%  = rendah 
26% - 50%  = sedang 
51% - 75%  = tinggi 
76% - 100% = sangat tinggi 
  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Deskripsi Hasil Data Angket 
Berdasarkan data angket yang dihasilkan melalui 
penelitian, diperoleh gambaran tentang implementasi 
pengawasan KIMWASMAT dalam pelaksanaan pidana 
penjara di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Jombang 
yang meliputi observasi dan wawancara yang dilakukan 
oleh KIMWASMAT. Secara rinci dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
Tabel 1. Angket Narapidana 
Tugas KIMWASMAT berdasarkan 






Mengadakan observasi terhadap keadaan yang 
berlangsung di lembaga pemasyarakatan 
Mengadakan observasi terhadap suasana yang 
berlangsung di lembaga pemasyarakatan 
Mengadakan observasi terhadap kegiatan yang 
berlangsung di lembaga pemasyarakatan 






Pemenuhan hak-hak narapidana 
Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan 
Perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan 
Perilaku narapidana 
Hubungan dengan narapidana lain 
Hubungan dengan petugas lembaga 
pemasyarakatan 
 
a. Tugas KIMWASMAT untuk mengadakan observasi 
KIMWASMAT bertugas untuk mengadakan 
observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-
kegiatan yang berlangsung didalam lingkungan tembok-
tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah 
keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah 
memenuhi pengertian bahwa “pemidanaan tidak 
dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta 
mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku 
narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan 
kepadanya. Berdasarkan data angket yang dihasilkan 
melalui penelitian, secara rinci digambarkan sebagai 
berikut: 
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Tabel 2.Hasil jawaban Angket Mengenai Tugas 




















D. Tidak Pernah 
Berdasarkan data angket soal nomor 1 di atas, dapat 
diketahui bahwa dari 46 responden, tidak ada yang 
menjawab KIMWASMAT selalu mengecek keadaan di 
lembaga pemasyarakatan, tidak ada yang menjawab 
sering, 12 responden atau 26,09% menjawab kadang-
kadang, dan 34 responden atau 73,91% menjawab tidak 
pernah 73,91%. Selanjutnya adalah tugas KIMWASMAT 
untuk mengobservasi suasana lembaga pemasyarakatan. 
Berdasarkan data angket soal nomor 2 di atas, dapat 
diketahui bahwa dari 46 responden, tidak ada yang 
menjawab KIMWASMAT selalu memeriksa suasana di 
lembaga pemasyarakatan, 3 responden atau 6,52% 
menjawab sering, 11 responden atau 23,91% menjawab 
kadang-kadang, dan 32 responden atau 69,57% 
menjawab tidak pernah. Selanjutnya adalah tugas 
KIMWASMAT untuk mengobservasi kegiatan yang 
berlangsung di lembaga pemasyarakatan. 
Berdasarkan data angket soal nomor 3 di atas, dapat 
diketahui bahwa dari 46 responden, 2 responden atau 
4,35% menjawab KIMWASMAT selalu ikut mengawasi 
kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lembaga 
pemasyarakatan, 4 responden atau 8,70% menjawab 
sering, 15 responden atau 32,61% menjawab kadang-
kadang, dan sebanyak 25 responden atau 54,35% 
menjawab tidak pernah. Selanjutnya adalah tugas 
KIMWASMAT untuk mengamati perilaku narapidana. 
Berdasarkan data angket di atas, dapat diketahui 
bahwa dari 46 responden, 1 responden atau 2,17% 
menjawab KIMWASMAT selalu mengamati perilaku 
narapidana di lembaga pemasyarakatan, 7 responden atau 
15,22& menjawab sering, 13 responden atau  28,26% 
menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 25 responden 
atau 54,35% menjawab tidak pernah. 
Berdasarkan data soal nomor 1 sampai dengan 
nomor 4 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan tugas KIMWASMAT untuk mengadakan 
observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-
kegiatan yang berlangsung didalam lingkungan tembok-
tembok lembaga, serta mengamati dengan mata kepala 
sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana 
yang dijatuhkan kepadanya tidak terlaksana dengan 
optimal. 
 
a. Tugas KIMWASMAT untuk mengadakan wawancara 
KIMWASMAT bertugas untuk mengadakan 
wawancara langsung dengan para narapidana mengenai 
hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan 
kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun 
dengan para petugas lembaga pemasyarakatan. Secara 
rinci digambarkan sebagai berikut: 
Tabel 3.Hasil jawaban Angket Mengenai Tugas 


























D. Tidak Pernah 
Berdasarkan data angket soal nomor 5 di atas, dapat 
diketahui bahwa dari 46 responden, sebanyak 10 
responden atau 21,74% menjawab KIMWASMAT selalu 
menanyakan kepada narapidana tentang sudahkah hak-
haknya dipenuhi oleh petugas pemasyarakatan, 14 
responden atau 30,43% menjawab sering, 11 responden 
atau 23,91% menjawab kadang-kadang, dan 11 
responden atau 23,91% menjawab tidak pernah. 
Selanjutnya adalah tugas KIMWASMAT untuk 
mengadakan wawancara mengenai pembinaan di 
lembaga pemasyarakatan. 
Berdasarkan data angket soal nomor 6 di atas, dapat 
diketahui bahwa dari 46 responden, sebanyak 1 responden 
atau 2,17% menjawab KIMWASMAT selalu 





A B C D 
1. 
Mengadakan observasi 
terhadap keadaan yang 
berlangsung di lembaga 
pemasyarakatan 
- - 12 34 
2. 
Mengadakan observasi 
terhadap suasana yang 
berlangsung di lembaga 
pemasyarakatan 
- 3 11 32 
3. 
Mengadakan observasi 
terhadap kegiatan yang 
berlangsung di lembaga 
pemasyarakatan 










A B C D 
5. 
Menanyakan tentang hak-hak 
narapidana 
10 14 11 11 
6. 
Mengadakan wawancara 
mengenai pembinaan di 
lembaga pemasyarakatan 
1 6 27 12 
7. 
Mengadakan wawancara 
mengenai perlakuan petugas 
pemasyarakatan 
2 - 25 19 
8. 
Mengadakan wawancara 





narapidana yang lain 






- 1 18 27 
 




pembinaan di lembaga pemasyarakatan (2,17%), 7 
responden atau 15,22% menjawab sering, 13 responden 
atau 28,26% menjawab kadang-kadang, dan 25 responden 
atau 54,35% menjawab tidak pernah. Selanjutnya adalah 
tugas KIMWASMAT untuk mengadakan wawancara 
mengenai perlakuan petugas pemasyarakatan. 
Berdasarkan data angket soal nomor 7 di atas, dapat 
diketahui bahwa dari 46 responden, sebanyak 2 responden 
atau 4,35% menjawab KIMWASMAT sering 
mengadakan wawancara kepada narapidana mengenai 
perlakuan petugas pemasyarakatan, tidak ada responden 
yang menjawab menjawab sering, 25 responden atau 
54,35% menjawab kadang-kadang, dan 19 responden atau 
41,30% menjawab tidak pernah. Selanjutnya adalah tugas 
KIMWASMAT untuk mengadakan wawancara mengenai 
perilaku narapidana. 
Berdasarkan data angket soal nomor 8 di atas, dapat 
diketahui bahwa dari 46 responden, tidak ada responden 
yang menjawab KIMWASMAT selalu mengadakan 
wawancara mengenai perilaku narapidana di lembaga 
pemasyarakatan, 4 responden atau 8,70% menjawab 
sering, 18 responden atau 39,13% menjawab kadang-
kadang, dan 24 responden atau 52,17% menjawab tidak 
pernah. Selanjutnya adalah tugas KIMWASMAT untuk 
mengadakan wawancara mengenai hubungan narapidana 
dengan narapidana yang lain. 
Berdasarkan data angket soal nomor 9 di atas, dapat 
diketahui bahwa dari 46 responden, tidak ada responden 
yang menjawab KIMWASMAT sering mengadakan 
wawancara mengenai hubungan narapidana dengan 
narapidana yang lain, 3 responden atau 6,52% menjawab 
selalu, 21 responden atau 45,65% menjawab kadang-
kadang, dan 22 responden atau 47,83% menjawab tidak 
pernah. Selanjutnya adalah tugas KIMWASMAT untuk 
mengadakan wawancara mengenai hubungannya dengan 
petugas pemasyarakatan. 
Berdasarkan data angket soal nomor 10 di atas, 
dapat diketahui bahwa dari 46 responden, tidak ada 
responden yang menjawab KIMWASMAT selalu 
mengadakan wawancara dengan narapidana mengenai 
hubungannya dengan petugas pemasyarakatan, 1 
responden atau 2,17% menjawab sering, 18 responden 
atau 39,13% menjawab kadang-kadang, dan 27 responden 
atau 58,70% menjawab tidak pernah. 
Berdasarkan data soal nomor 5 sampai dengan 
nomor 10 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan tugas KIMWASMAT untuk mengadakan 
wawancara langsung dengan para narapidana mengenai 
hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan 
kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun 
dengan para petugas lembaga pemasyarakatan telah 
dilaksanakan namun belum berjalan dengan optimal. 
 
 
Deskripsi Hasil Data Wawancara 
Berdasarkan hasil penelitian di lembaga 
pemasyarakatan dengan narasumber Bapak Afandi, A.Md. 
IP., S.H., M.H. selaku Kepala seksi Binadik dan Giatja 
terkait apa yang dilakukukan oleh KIMWASMAT di 
lembaga pemasyarakatan sebagai berikut:  
 “Biasanya KIMWASMAT manggil napi, trus 
diwawancarai sudah jalan apa belum, apakah ada 
problem, melihat putusannya itu, sama mencocokkan 
kembali identitasnya itu”. 
Namun petugas pemasyarakatan kurang begitu 
memahami terkait dengan tugas KIMWASMAT di 
lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana wawancara 
kepada bapak Afandi ketika diwawancarai mengenai 
setiap berpa bulan KIMWASMAT berkunjung ke 
lembaga pemasyarakatan sebagai berikut: 
“Berapa ya? Sananya (pihak pengadilan) bilang 
berapa?”. 
Tugas dari KIMWASMAT terkait dengan tugas 
pengawasan dan pengamatan. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan bapak bapak H. Sumargi, SH., MH 
selaku ketua panitera muda pidana pengadilan negeri 
Jombang tentang mekanisme kerja KIMWASMAT adalah 
sebagai berikut: 
“Dasar penunjukkan KIMWASMAT adalah 
Undang-Undang Kehakiman didukung dengan petunjuk 
di buku bimbingan peradilan buku ke-II. Berdasarkan dua 
undang-undang itu, ketua wajib menunjuk hakim dan staf 
kepaniteraan dan penunjukkan itu tidak boleh secara 
lisan, harus di-SK-kan, dan SK tersebut dikirim ke 
Depkumham dan juga MA. Penunjukkan KIMWASMAT 
ditunjuk sekali dalam waktu terserah ketua sampai yang 
bersangkutan bisa, sampai hakim yang bersangkutan 
bisa. 
KIMWASMAT melaksanakan tugasnya tiap 
triwulan, setengah semester. Hal-hal yang diawasi adalah 
mengenai bagaimana pengawasan terkait dengan 
pelaksanaan isi putusan, apakah sudah dilaksanakan; 
hak-hak seorang terpidana baik itu makan, fasilitas tidur, 
fasilitas kesehatan, apakah itu dipenuhi atau tidak. Satu 
hakim pengawas mengawasi semuanya dalam tenggang 
waktu yang ditentukan, dibantu dengan panitera muda. 
Setelah hakim pengawas melaksanakan tugasnya, 
hakim pengawas segera melaporkan kepada ketua 
pengadilan negeri setempat yang selanjutya hasil 
pengawasan dikirim ke depkumham dan juga ke MA 
selaku lembaga tertinggi. Kemudian register pengawasan, 
baik yang ada di kejaksaan, ditandatangani pada setiap 
pelaksanaan pengawasan, kalo gak ada pengawasan ya 
gak. 
Intinya hakim pengawas tugasnya adalah 
memeriksa dan mengawasi, apakah putusan yang sudah 
mempunyai kekuatan hukum tetap itu sudah 
dilakasanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang 
,itu hubungan kita dengan kejaksaan. Apakah register 
administrasi tahanan di LP itu sudah diisi sesuai standar. 
Terkait dengan LP apakah register induk tahanan diiisi, 
apakah dalam menjalani masa pidana ada hak-hak 
terdakwa yang dilanggar, misalnya tidak dikasih makan, 
atau makannya tidak sesuai standar, dilarang beribadah, 
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kesehatan mau berobat tidak ada. Kalau itu ditemukan 
berarti ada pelanggaran. Jadi pengawasan terkait dengan 
kejaksaan itu terkait dengan eksekusi. Terkait dengan 
lembaga pemasyarakatan banyak, mulai dari register, 
mulai dari hak-hak terdakwa, dibina atau tidak, dan lain-
lain”. 
Terkait dengan penunjukkan KIMWASMAT, 
undang-undang menyatakan bahwa penunjukkan 
KIMWASMAT dilaksanakan tiap dua tahun. Namun di 
pengadilan negeri Jombang penunjukkan KIMWASMAT 
dilakukan dalam waktu terserah ketua pengadilan. Bapak 
Sumargi menyatakan sebagai berikut: 
“Iya mas, soalnya disamping hakimnya sibuk juga 
banyak yang tidak mau menerima jadi Wasmat soalnya 
HR-nya kecil. Jadi untuk tidak ada kekososongan, SK 
lama tidak dicabut”. 
 
Implementasi Pengawasan Hakim Pengawas dan 
Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Jombang 
Pelaksanakan putusan pengadilan yang dieksekusi 
merupakan putusan pengadilan yang memperoleh 
kekuatan hukum tetap. Putusan pemidanaan dijatuhkan 
oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan bahwa 
terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia 
menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat 
dipidana. Putusan tentang pemidanaan tersebut 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 193 ayat (1) 
KUHAP yang menyatakan bahwa: 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya, maka pengadilan 
menjatuhkan pidana”. 
Kemudian pelaksanaan putusan pengadilan 
dilakukan oleh jaksa sebagaimana yang diatur dalam pasal 
193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: 
“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan 
oleh jaksa, yang untuk panitera mengirimkan 
salinan surat putusan kepadanya”. 
Putusan pengadilan tersebut harus diawasi karena 
terkait dengan perampasan kemerdekaan sesorang 
sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 55 Undang-
undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman yang berbunyi: 
“Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap”. 
Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 277 ayat (1) 
KUHAP yang menyatakan bahwa: 
“Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang 
diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam 
melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap 
putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana 
perampasan kemerdekaan”. 
Berdasarkan peraturan tersebut, ketua pengadilan 
wajib menunujuk hakim dan staf kepaniteraan dan 
penunjukkan tersebut tidak boleh secara lisan yang berarti 
harus ditunjuk melalui surat keputusan. Surat keputusan 
tersebut dikirim ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dan Mahkamah Agung.  
Penunjukkan hakim tersebut mengacu pada pasal 
277 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: 
“Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, 
ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 
dua tahun”. 
Berdasarkan hasil wawancara ternyata terdapat 
perbedaan di lapangan. Penunjukan KIMWASMAT di 
pengadilan negeri Jombang dilakukan satu kali oleh ketua 
pengadilan dalam waktu yang tidak ditentukan untuk 
mengawasi semua narapidana di lembaga pemasyarakatan 
kelas IIB Jombang. Hal tersebut dikarenakan kesibukan 
KIMWASMAT di pengadilan negeri Jombang. Selain 
kesibukan di pengadilan, masalah anggaran juga menjadi 
penyebab. Anggaran yang disediakan dinilai terlalu kecil 
sehingga hakim enggan ditunjuk menjadi KIMWASMAT. 
untuk mengisi kekosongan tersebut, maka Surat 
Keputusan yang lama tidak dicabut. 
Adapun tata cara dan rincian tugas KIMWASMAT 
tertuang dalam SEMA No. 7 tahun 1985 tentang Petunjuk 
Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang menyangkut 
tugas menandatangani register pengawasan dan 
pengamatan, checking on the spot, observasi, dan 
wawancara. 
 
a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan 
dan pengamatan yang berada di kepaniteraan 
Pengadilan Negeri. 
Pasal 278 KUHAP menyatakan bahwa jaksa 
mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan 
pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga 
pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang 
memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera 
mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. 
Kegiatan ini dilakukan diawali setelah pengadilan 
negeri Jombang menjatuhkan hukuman kepada terpidana 
yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab jaksa 
untuk mengeksekusi putusan tersebut. Selanjutnya pihak 
jaksa membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan 
Pengadilan atau yang disebut BA-8. BA-8 ini kemudian 
ditandatangani oleh jaksa penuntut umum, kepala 
lembaga pemasyarakatan, dan terpidana yang 
bersangkutan. Selanjutnya tembusan berita acara tersebut 
dikirimkan oleh jaksa kepada pengadilan dan panitera 
mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. 
Dalam pasal 279 KUHAP menyebutkan bahwa: 
“Register pengawasan dan pengamatan 
sebagaimana tersebut dalam pasal 278 wajib 
dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh 
panitera pada setiap hari kerja dan untuk 
diketahui ditandatangani juga oleh hakim 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 277”. 




Berdasarkan hasil data wawancara, ternyata 
penandatanganan register pengawasan dan pengamatan 
oleh KIMWASMAT tidak dilakukan setiap hari kerja. 
Penandatanganan register pengawasan tersebut 
ditandatangani oleh KIMWASMAT ketika pelaksanaan 
pengawasan ke lembaga pemasyarakatan. 
 
b. Mengadakan checking on the spot paling sedikit tiga 
bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk 
memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan  
putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, 
Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana. 
Berdasarkan SEMA No. 7 tahun 1985, 
KIMWASMAT bertugas untuk melakukan checking on 
the spot minimal tiga bulan sekali. Checking on the spot 
tersebut dilkasanakan ke lembaga pemasyarakatan untuk 
memeriksa kebenaran pelaksanaan putusan pengadilan 
Hal yang diperiksa terkait dengan apakah terpidana sudah 
diserahkan ke lembaga pemasyarakatan oleh jaksa, 
apakah hukuman yang diberikan sudah dilaksanakan oleh 
lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. 
Berdasarkan hasil observasi, KIMWASMAT sudah 
melakukan checking on the spot ke lembaga 
pemasyarakatan Kelas IIB Jombang seperti yang 
diperintahkan dalam undang-undang yaitu minimal setiap 
tiga bulan sekali untuk memeriksa kebenaran pelaksanaan 
putusan pengadilan. Namun kunjungan yang dilakukan 
KIMWASMAT di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB 
Jombang tersebut tidak kurang dari 10 menit. 
Mengingat tanggung jawab peran KIMWASMAT 
yang besar untuk mengawasi pelaksanaan putusan 
pengadilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, 
tentu tidak bisa hanya dilihat dengan selintas. Apalagi 
waktu kunjungan KIMWASMAT hanya 3 bulan sekali 
atau hanya 4 (empat) kali dalam setahun, sedangkan 
jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan sangat 
banyak yaitu berjumlah 185 orang (data bulan Mei 2013). 
Dalam waktu kunjungan yang terbatas tersebut, 
KIMWASMAT harus mencapai sasaran penilaian tentang 
pelaksanaan pemidanaan, yaitu; apakah pelaksanaan masa 
pidana sudah tepat atau nyata; apakah sudah dilakukan 
sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan; serta 
apakah keadaan Lembaga Pemasyarakatan sudah 
memenuhi pengertian bahwa pidana yang dijatuhkan 
“tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia” yang 
semuanya sangat erat dengan penegakan Hak Asasi 
Manusia. Tentu tugas tersebut tidak bisa dilaksanakan 
secara maksimal. Maka dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan tugas checking on the spot oleh 
KIMWASMAT ke lembaga pemasyarakatan kelas IIB 
Jombang telah terlaksana namun kurang optimal karena 
waktu kunjungan yang terbatas. 
 
c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan 
kegiatan-kegiatan yang berlangsung didalam 
lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk 
menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan 
tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa 
“pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan 
dan tidak diperkenankan merendahkan martabat 
manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri 
perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang 
dijatuhkan kepadanya. 
Berdasarkan hasil data angket yang diberikan 
kepada narapidana, sebagian besar menyatakan bahwa 
KIMWASMAT tidak pernah mengadakan observasi 
terhadap keadaan, suasana, observasi terhadap kegiatan-
kegiatan yang berlangsung di dalam lembaga 
pemasyarakatan. Sebagian besar juga menyatakan bahwa 
KIMWASMAT tidak pernah mengamati perilaku 
narapidana. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa tugas 
observasi oleh KIMWASMAT belum berjalan dengan 
optimal seperti yang diamanatkan dalam SEMA No. 7 
tahun 1985. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan 
tenaga dan waktu. Selain itu KIMWASMAT juga masih 
mempunyai tugas pokok di lingkungan pengadilan negeri 
Jombang sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara. 
 
d. Mengadakan wawancara dengan petugas 
pemasyarakatan (terutama para wali-pembina 
narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai 
perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik 
kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun 
kemunduran-kemunduran yang terjadi. 
Wawancara yang dilakukan oleh KIMWASMAT 
kepada petugas pemasyarakatan tersebut diharapkan 
mendapat gambaran akan hasil pembinaan yang 
dilakukan, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. 
Hasil wawancara tersebut akan digunakan sebagai bahan 
masukan yang selanjutnya untuk memberikan saran 
kepada lembaga pemasyarakatan. 
Berdasarkan hasil wawancara ternyata 
KIMWASMAT tidak pernah melakukan wawancara 
kepada petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan 
hanya diminta menyiapkan apa yang diminta oleh 
KIMWASMAT. jadi dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan tugas wawancara KIMWASMAT terhadap 
petugas pemasyarakatan tidak berjalan seperti yang 
diamanatkan dalam SEMA No. 7 tahun 1985. 
 
e. Mengadakan wawancara langsung dengan para 
narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap 
dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara 
sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas 
lembaga pemasyarakatan. 
Di samping mengadakan wawancara kepada petugas 
pemasyarakatan, KIMWASMAT juga mempunyai tugas 
untuk mengadakan wawancara langsung dengan para 
narapidana. Sama halnya dengan wawancara yang 
dilakukan kepada petugas pemasyarakatan, wawancara 
kepada narapidana oleh KIMWASMAT nantinya akan 
digunakan sebagai bahan masukan dan saran kepada 
lembaga pemasyarakatan. Wawancara langsung terhadap 
narapidana juga dilakukan untuk mencegah pelanggaran 
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terhadap hak-hak narapidana yang tercantum di dalam 
pasal 14 (1) UU No. 12 tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. 
Berdasarkan hasil wawancara, tugas wawancara 
oleh KIMWASMAT dilaksanakan ketika melakukan 
checking on the spot ke lembaga pemasyrakatan kelas IIB 
Jombang. KIMWASMAT memanggil dan mewawancarai 
narapidana secara sekilas tentang putusan yang dijatuhkan 
oleh pengadilan apakah sudah jalan apa belum. Hal itulah 
yang menyebabkan sebagian besar responden menjawab 
bahwa KIMWASMAT tidak pernah melakukan 
wawancara kepada narapidana. 
 
Berdasarkan tugas-tugas KIMWASMAT di atas, maka 
dapat dikatakan bahwa peng-implementasi-an tugas 
KIMWASMAT dalam pelaksanaan pidana penjara di 
lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Jombang  belum 
sesuai dengan apa yang diharapkan KUHAP dan SEMA 
No. 7 tahun 1985. Dalam pasal 280 ayat (2) dan (3) 
KUHAP menyatakan bahwa: 
“Hakim pengawas dan pengamat mengadakan 
pengamatan untuk bahan penelitian demi 
ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, 
yang diperoleh dari perilaku narapidana atau 
pembinaan lembaga pemasyarakatan serta 
pengaruh timbal balik terhadap narapidana 
selama menjalani pidananya. Pengamatan yang 
dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan 
setelah terpidana selesai menjalani pidananya”. 
Menurut ketentuan KUHAP tersebut, 
KIMWASMAT juga mengawasi dan mengamati 
narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya atau 
setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali 
berbaur ke masyarakat. Hal tersebut berarti 
KIMWASMAT berperan serta dalam mencegah residivis. 
Namun peran tersebut belum dapat terlaksana dengan baik 
apabila dilihat dari jumlah residivis di lembaga 
pemasyarakatan kelas IIB Jombang. 
Berdasarkan hasil penelitian, dari 185 narapidana 
yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang, 
24 orang atau sekitar 13% diantaranya merupakan 
residivis. Hal tersebut menandakan bahwa peran 
KIMWASMAT mengawasi dan mengamati narapidana 
setelah selesai menjalani masa pidananya atau setelah 
keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali berbaur 
ke masyarakat. belum terlaksana sesuai yang diharapkan 
oleh KUHAP. Hal tersebut ditandai dengan masih 
tingginya angka residivis di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIB Jombang. 
 
Hambatan Implementasi Pengawasan KIMWASMAT 
Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga 
Pemasyarakatan Jombang 
Implementasi pengawasan KIMWASMAT dalam 
pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan 
Jombang terdapat beberapa hambatan. Hambatan-
hambatan tersebut antara lain dikarenakan karena faktor 
KIMWASMAT, faktor hukum, dan faktor keuangan. 
a. Faktor KIMWASMAT 
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa KIMWASMAT terkendala tenaga 
dan waktu. Jumlah KIMWASMAT apabila dibandingkan 
dengan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan 
jelas tidak memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya 
dengan baik. Selain itu KIMWASMAT juga mempunyai 
tugas-tugas yang sangat padat di pengadilan negeri 
Jombang yang menjadi tugas pokoknya yaitu memeriksa 
dan mengadili perkara. Hal tersebut menyebabkan peran 
KIMWASMAT menjadi tidak optimal. 
Penunujukkan KIMWASMAT juga tidak sesuai 
dengan yang diamanatkan dalam undang-undang yaitu 
setiap dua tahun. Namun sebagaimana hasil wawancara 
dengan Bapak Sumargi, penunjukkan KIMWASMAT di 
Pengadilan Negeri Jombang dilakukan dalam waktu 
terserah ketua pengadilan sampai yang bersangkutan bisa 
atau sampai hakim yang bersangkutan bisa. 
 
b. Faktor Hukum 
Prosedur tentang pengawasan dan pengamatan 
putusan pengadilan telah diatur dalam BAB XX pasal 
277 – 283 KUHAP. Di samping itu telah diatur pula 
petunjuk tentang pelaksanaan tugas KIMWASMAT yang 
tertuang dalam SEMA No. 7 tahun 1985 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan 
Pengamat. Kedua peraturan tersebut digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan tugas KIMWASMAT. 
Namun sayangnya di dalam UU No. 12 Tahun 1995 
tentang Pemayarakatan yang digunakan sebagai dasar 
pembinaan di lembaga pemasyarakatan sama sekali tidak 
mencamtumkan tentang KIMWASMAT. Ketentuan 
mengenai tugas dan peran KIMWASMAT dalam rangka 
pembinaan narapidana tidak ditemukan dalam UU No. 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Salah satu hasil dari KIMWASMAT adalah untuk 
memberikan saran terkait dengan pembinaan di lembaga 
pemasyarakatan, namun dalam UU No. 12 tahun 1995 
tidak dengan jelas menyebutkan tentang peran tersebut. 
Dalam pasal 45 UU No. 12 tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan menyebutkan bahwa: 
1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan 
Pemasyarakatan dan Tim Pengamat 
Pemasyarakatan. 
2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas 
memberi saran dan atau pertimbangan kepada 
Menteri. 
3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri 
dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang 
merupakan wakil instansi pemerintah terkait, 
badan non pemerintah dan perorangan 
lainnya. 
4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri 
dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau 
pejabat terkait lainnya bertugas: 
a. memberi saran mengenai bentuk dan 
program pembinaan dan pembimbingan 




dalam melaksanakan sistem 
pemasyarakatan; 
b. membuat penilaian atas pelaksanaan 
program pembinaan dan pembimbingan; 
atau 
c. menerima keluhan dan pengaduan dari 
Warga Binaan Pemasyarakatan. 
5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai 
Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim 
Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri. 
Ketiadaan peran KIMWASMAT dalam UU 
tersebut menandakan bahwa antara KIMWASMAT dan 
lembaga pemasyarakatan tidak terdapat sinkronisasi. 
Undang-undang Pemasyarakatan tidak dengan jelas 
menyebutkan keikutsertaan KIMWASMAT di dalam 
pembinaan narapidana. Padahal peran KIMWASMAT 
seperti yang tercantum di dalam SEMA No. 7 tahun 1985 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas 
dan Pengamat begitu penting dalam mencegah 
pelanggaran terhadap hak-hak narapidana, mengawasi 
pembinaan narapidana,  dan memberikan saran terkait 
kemajuan atau kemunduran pembinaan di lembaga 
pemasyarakatan. 
Akibatnya peran KIMWASMAT dianggap kurang 
begitu penting di lembaga pemasyarakatan. Di samping 
itu petugas pemasyarakatan juga kurang begitu paham 
tentang tugas-tugas KIMWASMAT di lembaga 
pemasyarakatan. 
 
c. Faktor Keuangan 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka faktor 
keuangan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas 
KIMWASMAT. Kurangnya anggaran untuk 
KIMWASMAT di pengadilan negeri Jombang 
menyebabkan penunjukkan KIMWASMAT tidak 
dilakukan setiap dua tahun sebagaimana yang dijelaskan 
dalam undang-undang. 
Berdasarkan hasil wawancara, tunjangan untuk 
KIMWASMAT dinilai hakim kurang sehingga mereka 
enggan ditunjuk sebagai KIMWASMAT. Akibatnya 





Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan 
yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 
1. Bahwa implementasi pengawasan KIMWASMAT 
dalam pelaksanaan pidana penjara di lembaga 
pemasyarakatan kelas IIB Jombang tidak berjalan 
dengan optimal. Penunjukan KIMWASMAT di 
pengadilan negeri Jombang tidak sesuai pasal 277 
KUHAP yaitu setiap dua tahun melainkan dilakukan 
satu kali oleh ketua pengadilan dalam waktu yang tidak 
ditentukan untuk mengawasi semua narapidana di 
lembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang. 
Pelaksanaan tugas checking on the spot oleh 
KIMWASMAT telah dilaksanakan minimal setiap tiga 
bulan sekali sesuai yang diamanatkan di dalam undang-
undang. Namun waktu kunjungan yang dilakukan 
sangat terbatas. Di samping itu, pelaksanaan tugas 
observasi dan wawancara, baik terhadap petugas 
pemasyarakatan maupun terhadap narapidana belum 
dilaksanakan dengan optimal. 
2. Hambatan dalam implementasi pengawasan 
KIMWASMAT dalam pelaksanaan pidana penjara di 
lembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang 
dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor 
KIMWASMAT, yaitu keterbatasan tenaga dan waktu; 
faktor hukum, yaitu kurang terdapat sinkronisasi peran 
KIMWASMAT dalam undang-undang 
pemasyarakatan; serta faktor keuangan, yaitu kurangnya 
anggaran yang disediakan untuk KIMWASMAT. 
 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan 
agar peran KIMWASMAT lebih ditingkatkan. Agar peran 
dan tugas KIMWASMAT optimal dalam pelaksanaan 
putusan pengadilan dan pembinaan narapidana, perlu 
ditambah jumlah hakim yang bertugas sebagai 
KIMWASMAT. Selain itu kepada pihak pengadilan 
negeri dan lembaga pemasyarakatan agar lebih 
meningkatkan komunikasi dan koordinasi dan mengingat 
peran KIMWASMAT yang penting dalam pembinaan 
narapidana, sudah selayaknya dilakukan pemenambahan 




Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990 
Hamzah, Adi. 1993. Hukum Acara Pidana Indonesia. 
Jakarta: Sinar Grafika 
Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. 2010. Hukum 
Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika 
Marlina. 2011. Hukum Penitensier. Bandung: Refika 
Aditama 
Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. Teori-Teori dan 
Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni 
Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana Normatif, 
Teoritis, Praktik dan Permasalahnnya. Bandung: 
Alumni 
Prakoso, Djoko. 1988. Hukum Penitensier Di Indonesia. 
Yogyakarta: Liberty 
Subjobroto, Bahrudin. 1965. Pemasyarakatan dalam 
Rangka “Nation Building and Caracter Building”. 
Jakarta: Direktorat Pemasyarakatan  
Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: 
Penerbit Alumni 
Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 1 Volume 3 Tahun 2013 
Surakhmad, Winarno. 1980. Metode Reasearch. Jakarta : 
PT Renika Cipta 
 
Peraturan Perundang-undangan : 
_. 2007. KUHP & KUHAP. Bandung: Citra Umbara  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan 
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 1985 









luka-tusuk. Diakses tanggal 18 April 2013 
http://www.jpnn.com/read/2013/05/29/174267/Napi-
Terlibat-Narkoba-Meningkat-Dua-Kali-Lipat-. 
Diakses tanggal 18 April 2013 
http://www.kabarsemarang.com/dua-napi-lapas-
kedungpane-ketahuan-bertransaksi-narkoba. Diakses 
tanggal 18 April 2013 
 
